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ABSTRAK

PENI INDAH SASTRI, NPM :1505170636. Analisis Kinerja Anggaran
Belanja Modal Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Kantor
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara. Skripsi, tahun 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kinerja anggaran
belanja modal dilihat dari analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja,
analisis keserasian belanja dan efesiensi belanja.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
deskriftif, sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi
dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja anggaran belanja modal dilihat
dari analisis varians belanja pada tahun 2016 dan 2017 kinerjanya mengalami
penurunan. Kinerja anggaran belanja modal dilihat dari analisis pertumbuhan
belanja pertumbuhannya mengalami fluktuasi namun dikatakan baik karena
pertumbuhannya pada tahun 2014, 2016 dan 2017 bernilai positif kecuali untuk
tahun 2015. Kinerja anggaran belanja modal dilihat dari analisis keserasian
belanja dikatakan belum mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan
kegiatan pembangunannya dikarenakan porsinya belum mampu mencapai porsi
pada umumnya kecuali untuk tahun 2014. Kinerja anggaran belanja modal dilihat
dari rasio efesiensi belanja sudah baik karena realisasi anggaran tidak ada yang
melebihi anggaran dan ini menunjukkan kantor dewan perwakilan rakyat daerah
sumatera utara telah melakukan penghematan atas anggaran.

Kata kunci: Kinerja Anggaran belanja, Laporan realisasi anggaran
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dikeluarkannya peraturan tentang otonomi daerah yaitu Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah, maka kekuasaan atau tanggung jawab yang dibebankan kepada

pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih

besar. Hal ini ditujukan supaya distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam

nasional dapat merata dan terciptanya keseimbangan keuangan antara pemerintah

daerah dan pemerintah pusat.

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian

jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya

meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang

direncanakan untuk tahun itu. Dengan anggaran manajemen dapat menentukan

efektifitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran

dengan hasil akrual (realisasi terkini) yang dicapai. Penyusunan anggaran dalam

pembiayaan disuatu instansi pemerintah merupakan salah satu elemen yang

penting dalam pengelolaan instansi tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal.

Penyusunan anggaran yang baik sebagai sistem perancanaan koordinasi dan

pengendalian dalam instansi tersebut. Oleh karena itu suatu instansi pemerintah

dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien,

maka perlu adanya alat bantu untuk melaksanakannya salah satu alat tersebut

adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah.
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Untuk menilai tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran yang

dilakukan oleh pemerintah tidak dapat langsung dinyatakan dalam bentuk baik

atau tidaknya, karena penilaian kinerja yang ada  pada pemerintahan tidaklah

sama dengan penilaian kinerja pada perusahaan perusahaan yang memperoleh

laba dalam pelaksanaan teknisnya.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusun rencana kerja anggaran

(RKA) SKPD yang berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD yang

disampaikan oleh TAPD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun

2007 tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara garis besar

meliputi penyusunan KUA-PPAS; penyusunan Raperda APBD; dan Penetapan

APBD dalam tahap penyusunan Raperda APBD disusun RKA-SKPD yang

didalamnya termuat penyusunan Rincian Anggaran Pendapatan dalam RKA

SKPD 1, Penyusunan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dalam RKA

SKPD 2.1, Penyusunan Rincian Anggaran Belanja Langsung (Program &

Kegiatan) dalam RKA SKPD 2.2.1, Penyusunan Rincian Penerimaan Pembiayaan

Daerah dalam RKA SKPD 3.2. Rencana kerja anggaran adalah dokumen

perancanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan, belanja untuk

masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang

direncankan, dirinci sampai dengan obyek pendapatan, belanja pembiayaan serta

perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Menurut PP No. 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah

daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset

atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin

seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja
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modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti

peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal

dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Salah satu tugas penting dari pemerintahan daerah adalah menyediakan dan

membangun infrastruktur publik melalui alokasi belanja modal pada APBD.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh

penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya

ungkit dalam menggerakan roda perekonomian daerah.

Sargih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya

dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktifitas

pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, stine (1994) menyatakan bahwa

penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program program layanan

publik. Kedua pendapat ini menunjukkan bahwa pengalokasian belanja untuk

berbagai kepentingan publik merupakan hal yang sangat penting  dalam

mendorong perekonomian daerah.

Anggaran digunakan sebagai alat untuk merancang program kerja atau

langkah langkah yang akan dilakukan agar setiap aktivitas dapat terarah terkontrol

dengan baik. Menurut Adi dan Mardiasmo (2002) dalam jurnal Ardi (2017)

mengatakan bahwa anggaran memiliki fungsi sebagai alat penilaian pekerjaan.

Berikut ini adalah data Belanja Modal pada laopran realisasi anggaran DPRD

Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2017.
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Tabel l.1
Data Belanja Modal

Pada Laporan Realisasi Anggaran DPRD Prov-SU
Tahun 2014-2017

No Tahun Anggaran Realisasi
1. 2014 6.405.406.250 5.532.630.000
2. 2015 929.900.000 767.518.000
3. 2016 13.239.590.000 1.618.568.887
4. 2017 4.371.983.355 3.103.541.250

Sumber : Laporan keuangan DPRD SUMUT

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa perencanaan atas anggaran pada

tahun 2014 s/d 2017 disetujui, sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 realisasi

anggaran belum pernah mencapai anggaran yang direncanakan dan pada tahun

2016 realisasi anggaran jauh dari anggaran yang direncanakan. Menurut Ardi

(2017) hasil kinerja seseorang dapat dinilai berdasarkan pencapaian atas realisasi

anggaran. Keadaan ini bisa mengakibatkan pelaksanan belanja akan mengalami

hambatan. Unit unit kerja pemerintah diharapkan dapat menghasilkan sejumlah

biaya unit yang spesifik untuk unit kerjanya (Mardiasmo:2009 dalam skripsi

Ardi).

Menurut Rudianto (2013:66) yang menyatakan bahwa sebagai bagian dari

fungsi perencanaan adalah anggaran yang merupakan rencana yang diupayakan

untuk direalisasikan.

Menurut Mardiasmo  (2009:63) anggaran sektor publik digunakan untuk

meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi

kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberikan informasi dan

meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi,

dan pemborosan.

Keterkaitan antara anggaran dan realisasi memberikan gambaran bagaimana

sebuah instansi dapat dikatakan efektif atau tidak dalam pengambilan keputusan
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penggangaran dan pembiayaan tata laksana kegiatan instansi selama satu tahun

anggaran tersebut. Dengan alat ukur berupa analisis yang ada didasarkan pada

penggambaran yang mendukung analisa kinerja anggaran belanja. Untuk

mengetahui secara besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang

bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentasenya berdasarkan Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) belanja yang disajikan terlihat sejauh mana keefektifan

dan penerapan anggaran untuk aktifitas instansi selama satu taun anggaran

tersebut.

Pengukuran kinerja anggaran ini dapat menggunakan Analisis Varians

Belanja untuk mengetahui seberapa besar anggaran dan realisasi terwujud dalam

suatu instansi dapat dilihat melalui seberapa jauh pemenuhan pada belanja

kegiatan yang digunakan oleh instansi. Misalnya dengan melihat pertumbuhan

masing masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat

dipertanggung jawabkan dengan baik atau tidak. Pengukuran kinerjanya dapat

menggunakan analisis pertumbuhan belanja.

Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan

Analisis Keserasian belanja yang bermanfaat dalam mengetahui keseimbangan

antar belanja. Salah satunya adalah dengan menilai rasio belanja modal terhadap

total belanja. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antar belanja

yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dana nya

pada belanja secara optimal. Analisis ini dapat diketahui porsi belanja daerah yang

dialokasikan untuk belanja modal pada kantor dewan perwakilan rakyat daerah

sumatera utara
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Untuk  mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah

berupa angka efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Pengukuran kinerja

anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan Rasio Efesiensi Belanja.

Pengukuran kinerja anggaran yang difungsikan untuk menunjukkan produktifitas

belanja modal.

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis tertarik melakukan penelitian dengan

judul “Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal Dalam Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera

Utara.”

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah berdasarkan pada latar belakang masalah di atas

adalah sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran dari tahun 2014-2017 belum pernah mencapai

anggaran yang direncanakan.

2. Anggaran belanja modal pada tahun 2016 yang direalisasikan jauh dari

anggaran yang telah di rencanakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja anggaran belanja modal dilihat dari analisis

varians belanja?

2. Bagaimanakah kinerja anggaran belanja modal dilihat dari analisis

pertumbuhan belanja?
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3. Bagaimanakah kinerja anggaran belanja modal dilihat dari keserasian

belanja?

4. Bagaimana kinerja anggaran belanja modal dilihat dari rasio efesiensi

belanja?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

a) Untuk mengetahui Bagaimanakah kinerja anggaran belanja modal

dilihat dari analisis varians belanja.

b) Untuk mengetahui Bagaimanakah kinerja anggaran belanja modal

dilihat dari analisis pertumbuhan belanja.

c) Untuk mengetahui Bagaimanakah kinerja anggaran belanja modal

dilihat dari keserasian belanja.

d) Untuk mengetahui Bagaimanakah kinerja anggaran belanja modal

dilihat dari rasio efesiensi belanja.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis khususnya

mengenai Analisis kinerja Anggaran Belanja Modal Dalam Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Sumatera Utara.
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b. Bagi Sekretariat DPRD Prov-SU

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan tambahan

referensi dalam menganalisis kinerja anggaran belanja modal dalam

laporan realisasi anggaran (LRA) pada Kantor Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Sumatera Utara.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi

penulis selanjutnya, khususnya mengenai analisis kinerja anggaran

belanja modal dalam laporan realisasi anggaran (LRA) pada kantor

dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah di

Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran meliputi masa satu tahun,

mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Anggaran merupakan alat

utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji dan kebijakannya

ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang

akan diambil, hasil apa yang akan dicapai pada biaya berapa dan siapa yang akan

membayar biaya-biaya tersebut.

Anggaran dianggap sistem yang otonom, karena mempunyai sasaran

dan tahapan – tahapan yang kesemuanya memiliki tahapan pertanggungjawaban.

Anggaran adalah rencana menejemen dengan anggapan bahwa penyusunan

anggaran akan mengambil langkah – langkah positif untuk merealisasikan

anggaran yang telah disusun. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena

merupakan perencanaan awal dalam realisasi yang mempasilitasi tercapainya

kegiatan pemerintahan yang apabila dalam anggaran tersebut tidak efektif dan

tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah

disusun.
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Menurut Indra Bastian (2010:191) berdasarka national committee on

governmental accounting standards board (GASB), definisi anggaran adalah

“...rencana operasi keungan ynag mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan

dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode

waktu tertentu”.  Pengertian anggaran menurut Sri Rahayu dan Andry Rachman

(2013:4) anggaran adalah “Anggaran merupakan alat pernecanaan dan

pengendalian.

Perencanaan adalah pandangan kedepan untuk melihat tindakan apa

yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan tujuan tertentu,

sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, memmutuskan apa yang

sebenarnya telah terjadi dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan

sebelumnya”. Dalam sebuah Negara demokrasi, pemerintah mewakili

kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan

anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat

tersebut.

Anggaran dianggap sistem yang otonom, karena mempunyai sasaran

dan tahap-tahapan yang kesemuanya memiliki tahapan pertanggungjawaban.

Anggaran adalah rencana manajemen dengan anggapan bahwa penyusun

anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasikan anggaran

yang telah disusun. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena

merupakan perencanaan awal dalam realisasi (plan for action) yang memfasilitasi

tercapainya kegiatan pemerintahan yang apabila dalam anggaran tersebut tidak

efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan

yang telah disusun.
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Menurut (Mardiasmo:2009) Anggaran merupakan pernyataan

mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu

yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses

atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Proses penyusunan anggaran

sektor publik umumnya disesuiakan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi

yang didasarkan pada Undang-undang nomor 133 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga lahirlah

tiga paket perundang-undangan, yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang nomor 15 tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang

telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Pemerintahan Daerah dan

Pemerintahan Pusat.

Kemudian keluar peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah nomor 58

tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 13

tahun 2006 (saat ini telah diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007)

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akan menggantikan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002.

Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu

proses dalam meningkatkan manfaat sumber daya input untuk pencapaian hasil

(outcome) dan keluaran (output) melalui key performance indicators (KPI) yang

terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu pengukuran kinerja, pengukuran biaya untuk

menghasilkan penggunaan informasi kinerja outcome dan output serta penilaian

keefektifan dan efisiensi belanja dengan berbagai alat analisis. Dengan tujuan
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alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan

dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan

yang berorientasi pada kepentingan publik. (Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 2005).Berikut dapat dijadikan bahan penilaian pada kinerja anggaran.

Menurut (Mulyadi:2001) ada beberapa karakteristik anggaran antara

lain:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan keuangan

lainnya.

2. Umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun.

3. Berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa

manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai

sasaran yang ditetapkan anggaran.

4. Usulan anggaran di review dan disetujui oleh pihak yang berwenang

lebih tinggi dari penyusunan anggaran.

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi

tertentu.

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan

dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

Dari karakteristik diatas dapat diketahui bahwa anggaran menjadi alat

yang penting bagi manajemen dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai alat untuk

membantu pencapaian tujuan, anggaran dapat diandalkan karena dibuat

berdasarkan analisa data-data tahun yang lalu dan proyeksi tahun yang akan

datang.
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Karakteristik anggaran yang baik menurut (Dwi Mariani:2006):

1. Anggaran disusun berdasarkan program.

2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggung

jawaban yang dibentuk dalam organisasi.

3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

Pembelajaran Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem

penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil

kerja atau outcome dari pengalokasian biaya yang didasarkan pada kegiatan atau

program kerja yang akan dilaksanakan. Dalam implementasinya, anggaran

berbasis kinerja juga menekankan pada penggunaan dana yang dialokasikan

secara ekonomis, efektif dan efisien. Dengan kata lain anggaran berbasis kinerja

merupakan sistem penganggaran yang mengkaitkan alokasi anggaran yang

diklasifikan berdasarkan kegiatan atau program kerja dengan hasil kerja.

Dengan demikian struktur anggaran yang disusun dengan pendekatan

kinerja merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan dan pembiayaan

yang dirinci menurut kegiatan atau program kerja yang akan dilaksanakan setiap

unit kerja dan jenis belanja. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam periode

tahun anggaran tertentu, sementara belanja adalah semua pengeluaran dalam

periode tahun anggaran yang sama. Sedangkan pembiayaan adalah transaksi

keuangan dalam bentuk pengeluaran pendapatan untuk kegiatan belanja.

Pengembangan indikator keberhasilan menggunakan kriteria :

1. Relevan, secara logis dan langsung berhubungan dengan tujuan dan

sasaran unit kerja, program atau kegiatan.

2. Mudah dipahami, dapat di komunikasikan dengan jelas.
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3. Konsisten, digunakan secara seragam dalam perencanaan,

penganggaran, sistem akuntansi dan pelaporan.

4. Dapat dibandingkan, dapat menunjukkan perkembangan dan

perbedaan kinerja dari program atau kegiatan yang sejenis.

5. Andal (reliable) diperoleh dari sistem data yang terkendali dan dapat

diverifikasi.

Beberapa hambatan dapat diketahui dengan :

1. Realisasi penyerapan belanja daerah termasuk belanja modal

dipengaruhi oleh bagaimana pola perencanaan dan penganggaran di

daerah, mekanisme transfer dan pelaksanaan program/kegiatan di

daerah.

2. Dalam proses perencanaan anggaran di daerah, permasalahan yang

sering dihadapi adalah adanya perbedaan program-program prioritas

antara pihak eksekutif dengan DPRD dalam pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) APBD antara pemerintah daerah dengan

legislatif.

3. Realisasi belanja modal di daerah pada akhir tahun anggaran

seringkali masih di bawah target atau lebih rendah dibandingkan

dengan anggarannya.

Hal ini ditengarai karena beberapa hal yaitu:

a. Terkadang peraturan daerah mempunyai kecenderungan untuk

melakukan perubahan APBD sekitar bulan Agustus-September

tahun anggaran berjalan, setelah diketahuinya hasil audit atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya
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sehingga dapat mengetahui secara pasti berapa besarnya Sisa

Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

b. Adanya pelampauan pendapatan, besarnya angka SiLPA dan

penetapan perubahan APBD menjelang akhir tahun anggaran

berjalan mengakibatkan waktu yang tersisa untuk menyesuaikan

belanja dan merealisasikannya terbatas sehingga menyebabkan

rendahnya penyerapan dan rendahnya kualitas penyelesaian

kegiatan.

Dari beberapa definisi diatas dapat penullis simpulkan bahwa anggaran

merupakan rencana operasi keuangan suatau organisasi yang diwujudkan dalam

bentuk finansial dan di susun secara sistematis untuk periode waktu tertentu yang

mencakup estimasi pengeluaran yang di usulkan dan sumber pendapatan yang

akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

b. Fungsi Anggaran

Bagi organisasi sektor publik seperti Pemerintah, Anggaran tidak hanya

sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas

pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.Mardiasmo (2009;63)

menguraikan fungsi utama anggaran sektor publik sebagai berikut:

1) Alat Perencanaan (planning tool)
2) Alat Pengendalian (control tool)
3) Kebijakan Fiscal (fiscal tool)
4) Alat Politik (politcal tool)
5) Alat koordinasi dan komunikasi (coordinatin and communication

tool)
6) Alat Penilaian Kinerja (performance measurement tool)
7) Alat motivasi (motivation tool)
8) Alat menciptakan ruang publik (public sphere)



16

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Anggaran sebagai Alat Perencanaan (Planning Tool).Dengan adanya

anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan

ke arah mana kebijakan yang dibuat.

2) Anggaran sebagai Alat Pengendalian (Control Tool). Dengan adanya

anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari adanya

pengeluaran yang terlalu besar (overspending) atau adanya penggunaan

dana yang tidak semestinya (misspending).

3) Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool). Melalui

anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiscal Pemerintah, sehingga

dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan

mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dapat

mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Anggaran sebagai Alat Politik (Political Tool). Dalam organisasi sektor

public, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam

melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.

5) Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komukasi (Coordination and

Communication Tool). Melalui dokumen anggaran yang komprehensif

sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub

organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa

yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya.

6) Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement

Tool). Anggaran adalah suatu ukuran yang bias menjadi patokan apakah
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suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa

terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

7) Anggaran sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool). Anggaran dapat

digunakan sebagai alat motivasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal

yang tercantum sebagai target pencapaian.

8) Anggaran sebgai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (Public

Sphere). Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi

kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

2. Realisasi

a. Pengertian Realisasi Anggaran

Menurut Gege Edy Prasetya dalam bukunya yang berjudul Penyusunan

dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan

“Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan
perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan
realisasinya yang menunjukan ketaatan terhadap peraturan dan
ketentuan perundang-undangan”

b. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber,

alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintahan

Pusat/Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan

realisasinya dalam satu periode pelaporan.Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

menungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukan

jabatan terhadap APBD. Unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut standar Akuntansi Pemerintah Pusat

dan Daerah (KSAP) yang mencakup komite yang dibentuk oleh Departemen
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Keuangan RI yaitu untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam

pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di Pemerintahan (2009;21).terdiri dari:

1) Pendapatan (Basis Kas) adalah Hak penerimaan oleh Bendaharawan

Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas Pemerintah

lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun

anggaran yangbersangkutan menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu

dibayar kembali oleh Pemerintah.

2) Pendapatan (Basis Akrual) adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai

penambahan nilai kekayaan bersih.

3) Belanja (Basis Kas) adalah Semua pengeluaran oleh Bendaharawan

Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas

dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak

diperoleh pembayarannya kembali ke Pemerintah.

4) Belanja (Basis Akrual) adalah Kewajiban Pemerintah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

5) Transfer adalah Pemerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas

pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan

dan dana bagi hasil.

6) Pembiayaan (financing) adalah Setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya, yang dalam pengganggaran. Pemerintahan terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus

anggaran.
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7) Penerimaan pembayaran antara lain dapat berasal dari pinjaman dan

hasil investasi. Pengeluaran penerimaan antara lain digunakan untuk

pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada

entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah.

c. Periode Ketepatan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan sekurang-kurangnya sekali

dalam setahun.Selain itu Laporan Realisasi Anggaran ini juga disajikan 2 kali

setahun, yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan. Dalam situasi tertentu,

tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

tahunan disajikan dengan satu periode yang berubah lebih panjang atau pendek

dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

1) Anggaran alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.

2) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi

Anggaran dalam catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

d. Ketepatan Waktu Pelaporan

Ketetepatan waktu merupakan hal yang harus diperhatikan sekali dalam

pelaporan keuangan, karena dapat mengefisiensi waktu pengambilan keputusan

berdasarkan hasil pelaporan keuangan, semesteran atau laporankeuangantahunan.

e. Manfaat Pelaporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai

realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu
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entitas pelaporan yang masing-masig diperbandingkan dengan

anggarannya.Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan

dalammengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi,

akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelapoan terhadap anggaran.

Disamping hal diatas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga

menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi

yang akan diterima untuk menandai kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam

periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) juga dapat menyediakn inforrmasi kepada para

pengguna laporan indikasi tentang perolehan dan penggunaan sumber daya

ekonomi.

3. Belanja Modal

a. Pengertian Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja

pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan

menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja

yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi

umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah

seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja

modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Halim (2008:73) mendefinisikan Belanja Modal adalah pengeluaran

yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset

tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi,
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termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya

mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan

kualitas aset. Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan Abdullah (2013),

Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah

yang menghasilkan output berupa aset tetap. Sama pula dengan yang diungkapkan

oleh Nordiawan (2006), bahwa Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan

pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu.

Adapun jenis - jenis belanja yang dapat dikategorikan kedalam lima

kategori utama kegiatan belanja modal menurut Syaiful (2006), Menurut Perdirjen

Perbendaharaan belanja modal dipergunakan untuk antara lain sebagai berikut :

1) Belanja Modal Tanah. Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau

biaya yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian atau

pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan,

pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan

pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan

sampai bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Belanja modal peralatan dan mesin

adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau

penambahan atau penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan

mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12

(dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam

kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja modal gedung dan

bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk
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pengadaaan atau penambahan, dan termasuk pengeluaran untuk

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan

bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan

dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja modal jalan, irigasi

dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk

pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan

pembangunan atau pembuatan serta perawatan, dan termasuk

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan

irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan

jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja modal fisik lainnya adalah

pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau

penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau

pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat

dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan

mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk

dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian

barang- barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum,

hewan ternak dan tanaman, buku- buku dan jurnal ilmiah.
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b. Kriteria Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.Untuk

mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau

tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria

kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

1) Aset tetap mempunyai ciri-ciri / karakteristik sebagai berikut :

berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat

lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.

2) Sedangkan ciri-ciri / karakteristik Aset Lainnya adalah : tidak

berwujud.

3) Penambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1

tahun, nilainya relatif material.

4. Pengertian Analisis Kinerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analisis adalah Penyelidikan

terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui

keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya);

Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu

sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan

pemahaman arti keseluruhan; Penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu

untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya, penjabaran sesudah dikaji

sebaik-baiknya; pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan

kebenarannya.
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Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada

umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan

moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang

menterjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang

lebih konkret. Usulan anggaran pada umumnya telah lebih terlebih dahulu di

telaah oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal.

Penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik dapat membantu mewujudkan

akuntabilitas. Berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, masyarakat secara

tidak langsung dapat melakukan pengawasan atau pengendalian.(Mahsun:2012).

Menurut (Mahsun:2006), Analisis selisih anggaran adalah teknik

pengukuran kinerja tradisional yang membandingkan antara anggaran dengan

realisasi tanpa melihat keberhasilan program pengukuran kinerja ditekankan pada

input, yaitu jika terjadinya overspending dan underspending. Analisis prestasi

dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari pemerintahan daerah itu sendiri yang

dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh,

memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis

daerah untuk pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah.

a. Analisis Varians Belanja.

Analisis varians anggaran belanja dilakukan dengan cara

menghitungselisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan.

Dalam analisis selisih anggaran belanja, hal utama yang perlu dilakukan

oleh pembaca laporan adalah:

Melihat besarnya selisih anggaran belanja dengan realisasinya baik

secara nominal maupun persentase.
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1) Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap

wajar.

2) Menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total

belanja.

3) Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran belanja.

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih

antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana

namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam analisis varians ini adalah :

a. Apakah selisih tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan berapa

tingkat selisih yang kita ketahui?

b. Berapa besarnya varians, apakah jumlahnya signifikan atau tidak ?

Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja belanja yang baik apabila

mampu merealisasikan belanja yang sesuai jumlah yang dianggarkan.

Sebaliknya apabila realisasi belanja melebihi ataupun jauh dibawah jumlah

yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Menurut Suryani

Fajrin  (2018) semakin kecil selisih antara anggaran dan realisasi belanja

maka pemerintah pada umumnya telah memanfaatkan APBD khususnya

belanja daerah dengan baik.

Menurut (Mahmudi, 2010:157) analisis varians belanja dirumuskan

sebagai berikut:

Analisis Varians Belanja = Anggaran Belanja – Realisasi Belanja belanja Belanja
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b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Pengukuran kinerja anggaran juga dapat dilihat dengan menggunakan

analisis pertumbuhan belanja yang bermanfaat untuk mengetahui

pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Menurut

Mahmudi (2010:142) analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk

mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya

belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan

belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan

kurs rupiah, perubahan jumlah cukupan layanan, dan penyesuaian faktor

makro ekonomi.

Menurut (Mahmudi, 2010:160) pengukuran kinerjanya sebagai berikut :

ℎ − ℎ – 1ℎ – 1 × 100%
c. Analisis Keserasian Belanja

Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan

menggunakan analisis keserasian belanja yang menggambarkan bagaimana

pemerintah daerah memprioritaskan dananya pada belanja secara optimal.

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja

daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal

pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberi manfaat

jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.



27

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio belanja modal

terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi

kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan

untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Menurut (Mahmudi, 2010:160) pengukuran kinerjanya sebagai berikut :

= × 100%
d. Rasio efisiensi belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara

realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini di

gunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan

pemerintah, berupa angka efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif.

Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita

hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif

lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Menurut Mahmudi (2010) jika

angka yang dihasilkan dari rasio kurang dari 100% maka dinilai telah

melakukan efisiensi belanja.

Menurut Mahmudi (2010 : 166) pengukuran kinerjanya sebagai berikut:

× 100%
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a. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama

periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Menurut

(Halim:2004) “Kinerja keuangan daerah adalah : “Merupakan salah satu ukuran

yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan

otonomi daerah”.

Menurut (Bastian:2006) “Kinerja adalah:

“Gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan”.

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung,

yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Untuk

dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu indikator-indikatornya sebagai

berikut:

a) Sistem perencanaan dan pengendalian

b) Spesifikasi teknis dan standarisasi

c) Kompetensi teknis dan profesionalisme

d) Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar

e) Mekanisme sumber daya manusia

Sedangkan peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain :

1) Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi

2) Untuk mengevaluasi target akhir (final outcome) yang dihasilkan

3) Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial
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4) Memungkinkan pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan

pilihan

5) Untuk menunjukkan standar kinerja

6) Untuk menunjukkan efektivitas

7) Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya

yang paling baik untuk mencapai target sasaran, dan

8) Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial

untuk dilakukan penghematan biaya.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan

dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang

telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Secara

umum, tujuan pengukuran kinerja adalah:

a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.

b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara

tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian

strateginya.

c. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan

kemampuan kolektif yang rasional.

Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk

memenuhi tiga tujuan yaitu:

1) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.

2) Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
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3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki

komunikasi kelembagaan.

c. Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang banyak bagi organisasi,

secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai

kinerja manajemen.

b. Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan

skema kerja dan pelaksanaannya.

d. Membantu mengungkap dan memecahklan masalah yang ada.

e. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

f. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara

objektif.
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B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan sehubungan dengan

topik penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No
Peneliti
(Tahun)

Judul Penelitian Hasil Penelitian

1. Rani
Febri
ramadha
ni, dkk
(2016)

Analisis kinerja
anggaran dan
realisasi
pendapatan daerah
pemerintah kota
samarinda.

Hasil penelitian menjunjukkan bahwa:
kinerja keuangan pendapatan kota samarinda
dikatakan sangat baik, hal ini di buktikan
dengan rata-rata 1,17%, pertumbuhan
pendapatan rata rata positif, dan rasio
efektifitas rata rata 100%.

2. Gres
Yunita
Liando
(2016)

Analisis kinerja
belanja dalam
laporan ralisasi
anggaran (LRA)
pada dinas
pendapatan
pengelolaan
keuangan dan asetn
daerah kabupaten
kepualauan sangihe
daerah.

Hasil penelitian ini adalah belanja pada LRA
untuk tahun 2011-2014 menunjukkan bahwa
kinerja belanja Pemkab kepulauan sangihe
dinilai baikdan terus melakukan perbaikan
setiap tahun dalam pemanfaatan realisasi
belanja. Pertumbuhan belanja mulai terlilhat
pada tahun selanjutnya PemKab Kepulauan
Sangihe sebaiknya mengalokasikan belanja
daerah dalam porsi yang seimbang sesuai
dengan kebutuhan pembangunan daerah dan
kesejahteraan masyarakat serta Pimpinan
DPPKAD sebaiknya meninjau lebih jauh
manfaat serta pengalokasian belanja daerah
sehingga dapat meningkatkan efektivitas,
produktivitas
dan efisiensi belanja di masa yang akan
datang.

3. Sakina
Tantri
(2018)

Analisis Kinerja
Anggaran Belanja
Pada Dinas
Kebudayaan
Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun
2012 – 2016

hasil penelitian dapat diketahui bahwa:
(1) hasil analisis varians belanja dan analisis
pertumbuhan belanja di Dinas Kebudayaan
Daerah istimewa Yogyakarta sudah berjalan
dengan baik; (2) analisis keserasian belanja
menunjukkan bahwa dinas sudah melakukan
harmonisasi belanja daerah; (3) Dinas
Kebudayaan Daerah istimewa Yogyakarta
sudah melakukan efisiensi dengan
menggunakan anggaran tidak melebihi
realisasinya. Namun, terdapat salah satu
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program yang tidak berjalan
secara efisien dan untuk hasil perhitungan
dari rasio efektivitas dinas terkait dinilai
sudah efektif dalam menggunakan anggaran
belanja tidak langsung. Secara keseluruhan,
kinerja anggaran belanja Dinas Kebudayaan
Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2012-
2016 baik.

4. Ayu
Wandira
(2015)

Analisis kinerja
anggaran Belanja
pada badan
perencanaan
pembangunan
daerah .

Hasil penelitian ini Dari Analisis Varians
Belanja pada tahun 2008 adalah 89,12%,
tahun 2009 adalah 48,13%, tahun 2010
adalah 76,54%, tahun 2011 adalah 69,67%
dan tahun 2012 adalah 62,44%. Dari
Analisis Pertumbuhan belanja pada tahun
2008-2009 adalah 49,5%, pada tahun
2009-2010 adalah 19,93%, pada tahun 2010-
2011 adalah 34,04% dan pada tahun 2011-
2012 adalah 5,95. Dari Analisis Keserasian
Belanja serta Analisis Efektivitas dan
Efisiensi diharapkan agar semakin
meningkatkan kinerja dalam pengelola
anggaran belanja daerah. Dengan kinerja
yang baik maka efektivitas, produktivitas
dan efisiensi belanja juga akan
semakin baik. Dalam hal efisiensi belanja
Bappeda agar lebih mantap dalam
meningkatkan pertumbuhan optimal
anggaran belanja yang wajar dari tahun
sekarang sampai seterusnya.

C. Kerangka Berfikir

Laporan keuangan merupakan suatu informasi keuangan dari sebuah entitas

pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan

kinerja perusahaan tersebut. Penulis menggunakan data pada laporan keuangan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk mengukur tingkat kinerja

anggaran belanja dilihat dari analisis varians belanja, analisis pertumbuhan,

keserasian belanja dan rasio efesiensi belanja.
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Untuk memberikan gambaran yang jelas sehubungan dengan kerangka

pemikiran pada penelitian ini, akan di sajikan gambaran kerangka pemikiran

penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar II.1
Kerangka Berfikir

Laporan keuangan sekrektariat
DPRD Provinsi Sumatera

Utara

Belanja Modal Pada Laporan
Realisasi Anggaran

Perhitungan Menggunakan Analisis Belanja:

 Analisis Varians Belanja
 Analisis Pertumbuhan Belanja
 Analisis Keserasian Belanja
 Rasio Efesiensi Belanja

Analisis
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian deskriftif,

yaitu menjelaskan karakteristik suatu fenomena yang dapat digunakan sebagai

dasar pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah masalah bisnis. Jenis

pendekatan deskriftif ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang

sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab sebab

dari suatu fenomena yang terjadi dalam keadaan nyata pada waktu penelitian

dilakukan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian Deskriptif

yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, di

interpretasikan dan di analisa agar memberikan gambaran mengenai suatu

keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang

digunakan untuk melakukan penelitian dimana anatar variabel yang satu dengan

yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan

kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah

Kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama

periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Menurut
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(Bastian:2006) “Kinerja adalah Gambaran pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan”.

Belanja modal Halim (2008:73) mendefinisikan Belanja Modal adalah

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya

menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode

akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan

yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan

kapasitas dan kualitas aset.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah, analisis varians belanja,

analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efesiensi

belanja.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Dewan Pewakilan Rakyat Daerah

Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No 5 Petisah Tengah Medan Petisah.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini direncanakan mulai pada bulan November

2018 sampai dengan Maret 2019.
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Tabel III.1
Waktu Penelitian

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data kuantitatif.

Pendekatan kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka.

Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa Laporan Target dan Realisasi

belanja modal.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah :

a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang

sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri,

antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, catatan

N
o

Kegiatan
Penelitian

Waktu Penelitian

Novembe
r 2018

Desember
2018

Januari
2019

Februari
2019

Maret
2019

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1 Pengajuan

judul
2 Riset awal
3 Pembuatan

proposal
4 Bimbingan

Proposal
5 Seminar

Proposal
6 Riset
7 Penyusunan

Skripsi
8 Bimbingan

Skripsi
9 Sidang Meja

Hijau
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dan sumber-sunber kepustakaan. Data ini berupa Laporan Realisasi

anggaran belanja modal.

b. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan

penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi

sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil

wawancara dengan pegawai di kantor Dewan Perwakilan Rakyat

Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik :

1. Dokumentasi yaitu jenis data yang digunakan data sekunder yang

diperoleh secara tidak langsung ataupun langsung berupa bukti, catatan,

atau laporan historis yang telah tersusun yang dipublikasikan.

2. Wawancara (interview) yaitu, melakukan tanya jawab dengan pihak

yang berwenang yaitu pada pegawai tetap kantor dewan perwakilan

rakyat daerah sumatera utara.

Tabel III.2
Kisi-kisi Wawancara

No Pertanyaan No item
1.

2.

Laporan Realisasi Anggaran
1. Bagian LRA

Kinerja anggaran Belanja modal
1. Realisasi Anggaran
2. Dampak Belanja Modal
3. Faktor Belanja Modal
4. Kriteria porsi belanja modal

1,2

3
4,7
5,6
8,9,10
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F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Varians Belanja

Untuk melihat apakah pemerintah pada umumnya telah memanfaatkan

APBD khususnya anggaran belanja modal dengan baik. Varians belanja diukur

dengan menggunakan selisih antara realisasi belanja dengan belanja yang

dianggarkan yaitu:

Varians belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja

2. Analisis Keserasian Belanja

Merupakan perbandingan antara total belanja modal dengan total belanja.

× 100%
3. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja berfungsi untuk mengetahui perkembangan

belanja dari tahun ke tahun. Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan

rumus berikut : ℎ − ℎ – 1ℎ – 1 × 100%
4. Rasio Efesiensi Belanja

Rasio efesiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja

dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur

tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

× 100%



39

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Provinsi Sumatera Utara pertama kalinya di bentuk pada tanggal 15

April 1948 berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1948, daerah ini

meliputi Keresidenan Aceh,dan Tapanuli Utara. Pembentukan Provinsi Sumatera

Utara di atas berdasarkan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tingkat I Sumatera Utara No. 19 Tahun 1973 tertanggal 13 Agustus yang

ditetapkan sebagai Hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Adapun tujuan dari perusahaan adalah :

1) Membentuk Peraturan Daerah bersama Gubemur.

2) Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah

mengenai APBD yang diajukan oleh Gubenur.

3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah,

APBD, Peraturan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah.

4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan wakil

Gubenur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan

pemberhentian.

5) Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Wakil

Gubernur.
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2. Deskripsi Data

Data yang digunakan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari

laporan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dan data primer

yang di dapat dari wawancara sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini

juga termasuk data atas keterangan yang terkait dengan laporan keuangan

perusahaan, sesuai dengan permasalahan dan perumusan yang telah

dikemukakan.

Belanja modal adalah belanja yang dilakukan untuk investasi permanent,

aset tetap, dan aset berwujud lainnya dalam menunjang kegiatan pemerintah

dan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal yang digunakan

adalah belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kantor dewan

perwakilan rakyat daerah sumatera utara. Berikut ini adalah data Belanja

Modal :

Tabel IV.1
Data Belanja Modal

Pada Laporan Realisasi Anggaran DPRD Prov-SU
Tahun 2014-2017

Tahun Anggaran Realisasi
2014 6.405.406.250 5.532.630.000
2015 929.900.000 767.518.000
2016 13.239.590.000 1.618.568.887
2017 4.371.983.355 3.103.541.250

Sumber : Laporan Keuangan DPRD SUMUT

Dari tabel IV.1 terlihat bahwa realisasi anggaran pada tahun 2016 tidak

terealisasikan secara signifikan. Berikut adalah hasil wawancara dengan salah

satu  pegawai tetap pada kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera

utara, adapun penyebab anggaran tidak terealisasikan secara signifikan adalah

karena pengalihan anggaran belanja modal ke belanja barang dan jasa dan

dialihkan ke hutang pemerintah.
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3. Analisis Data

a. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja digunakan untuk mengukur perbedaan antara

belanja yang dianggarakan dan realisasi belanja yang telah dimanfaatkan.

Analisis varians belanja diukur dengan melihat selisih antara pemanfaatan

belanja secara realisasi dengan belanja yang dianggarkan. Menurut Suryani

Fajrin (2018) semakin kecil selisih antara anggaran dan realisasi belanja maka

pemerintah pada umumnya telah memanfaatkan APBD khususnya belanja

daerah dengan baik.

Menurut (Mahmudi, 2010:157) analisis varians belanja dirumuskan

sebagai berikut :

Tahun 2014 = 6.405.406.250 - 5.532.630.000

= 872.776.250

Tahun 2015 = 929.900.000 - 767.518.000

= 162.382.000

Tahun 2016 = 13.239.590.000 - 1.618.568.887

= 11.621.021.113

Tahun 2017 = 4.371.983.355 - 3.103.541.250

= 1.268.442.105

Analisis Varians Belanja = Anggaran Belanja – Realisasi Belanja belanja

Belanja
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Tabel IV.2
Selisih Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Tahun 2014-2017
Tahun Anggaran Realisasi Selisih
2014 6.405.406.250 5.532.630.000 872.776.250
2015 929.900.000 767.518.000 162.382.000
2016 13.239.590.000 1.618.568.887 11.621.021.113
2017 4.371.983.355 3.103.541.250 1.268.442.105

Sumber : Data diolah (2019)

Dari data hasil perhitungan diatas tahun anggaran 2014 menunjukkan

anggaran sebesar Rp.6.405.406.250 dan realisasi belanja sebesar

Rp.5.532.630.000 sehingga ini menimbulkan selisih sebesar Rp.872.776.250.

Tahun anggaran 2015 menunjukkan anggaran sebesar Rp. 929.900.000 dan

realisasi belanja sebesar Rp.767.518.000 sehingga selisihnya sebesar

Rp.162.382.000. Tahun anggaran 2016 menunjukkan anggaran sebesar

Rp.13.239.590.000 dan realisasinya Rp.1.618.568.887 sehingga selisihnya

Rp.11.621.021.113. Dan tahun anggaran 2017 menunjukkan anggaran sebesar

Rp.4.371.983.355 dan realisasi belanjanya sebesar Rp.3.103.541.250 sehingga

menimbulkan selisih Rp.1.268.442.105.

Untuk tahun anggaran 2014 dan 2015 selisih anggaran dan realisasinya

menunjukkan adanya pemanfaatan belanja sebesar Rp.872.776.250 dan

Rp.162.382.000. Untuk tahun anggaran 2016 dan 2017 terjadi selisih anggaran

yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp.11.621.021.113 dan Rp.1.268.442.105.
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a. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengukur

perkembangan belanja dari tahun ke tahun bersifat positif atau negatif. Analisis

pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan

masing – masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat

dipertanggung jawabkan.

Menurut (Mahmudi, 2010:160) analisis pertumbuhan belanja dirumuskan

sebagai berikut : ℎ − ℎ – 1ℎ –1 × 100%
Tahun 2014 =

. . .
x 100%

= 0

Tahun 2015 =
. . . . .. . . x 100%

= (0,86)

Tahun 2016 =
. . . . .. . x 100%

= 1,10

Tahun 2017 =
. . . . . .. . . x 100%

= 0,91
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Tabel IV.3
Pertumbuhan Belanja Modal

Tahun 2014-2017
Tahun Realisasi Anggaran Tingakat

Pertumbuhan
2014 5.532.630.000 0
2015 767.518.000 (0,86)
2016 1.618.568.887 1,10
2017 3.103.541.250 0,91

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat untuk tahun anggaran 2014 – 2017

tingkat pertumbuhan mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 dan 2017 tingkat

pertumbuhan bernilai positif yaitu 1,10 dan 0,91 sedangkan untuk tahun 2015

tingkat pertumbuhan bernilai negatif yaitu (0,86) disebabkan oleh realisasi

anggaran belanja modal mengalami penurunan secara signifikan hal ini terjadi

karena anggaran belanja modal juga mengalami penurunan signifikan dari tahun

sebelumnya.

c. Analisis Keserasian Belanja

Berdasarkan analisis ini dapat diketahui porsi belanja daerah yang

dialokasikan untuk belanja modal pada kantor dewan perwakilan rakyat daerah

sumatera utara. Analisis ini dilakukan untuk mengukur persentase jumlah realisasi

anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan, dinilai

apakah sudah mampu dalam menjalankan kagiatan pembangunannya atau

sebaliknya.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio belanja modal

terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan

pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai

pertumbuhan yang ditargetkan. Namun menurut Mahmudi (2010 hal.164 dalam
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skripsi laryza sk tahun 2016) pada umumnya proporsi belanja modal dengan

belanja adalah antara 5 – 20%.

Menurut (Mahmudi, 2010:160) analisis keserasian belanja dirumuskan

sebagai berikut :

= × 100%
Tahun 2014 =

. . .. . . x 100%

= 7,38 %

Tahun 2015 =
. .. . . x 100%

= 1,01%

Tahun 2016 =
. . .. . . x 100%

= 1,38%

Tahun 2017 =
. . .. . . x 100%

= 1,70%
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Tabel IV.4
Analisis Keserasian Belanja Modal

Tahun 2014-2017
Tahun Total Belanja

Modal
Total Belanja Rasio belanja

Modal
2014 5.532.630.000 75.025.088.011 7,28 %
2015 767.518.000 75.154.766.775 1,01%
2016 1.618.568.887 117.114.676.766 1,38%
2017 3.103.541.250 182.282.182.329 1,70%

Sumber : Data diolah (2019)

Dapat dilihat dari tabel diatas belanja modal yang dikeluarkan oleh kantor

dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara untuk belanja modal tahun

2014 rasio belanja modal sebesar 7,28%. Untuk tahun 2015 rasionya

mengalami penurunan sebesar 1,01%. Untuk tahun 2016 rasionya mengalami

kenaikan sebesar 1,38. Untuk tahun 2017 rasionya kembali mengalami

kenaikan sebesar 1,70%.

d. Rasio Efesiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja

dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur

tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Mahmudi (2010 : 166) rasio efesiensi belanja dirumuskan

sebagai berikut:

× 100%
Tahun 2014 =

. . .. . . x 100%

= 86 %
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Tahun 2015 =
. .. . x 100%

= 83 %

Tahun 2016 =
. . .. . . x 100%

= 12 %

Tahun 2017 =
. . .. . . x 100%

= 71 %

Tabel IV.5
Rasio Efesiensi Belanja Modal

Tahun 2014-2017

Tahun Anggaran Realisasi Rasio Efesiensi %
2014 6.405.406.250 5.532.630.000 86 %
2015 929.900.000 767.518.000 83 %
2016 13.239.590.000 1.618.568.887 12 %
2017 4.371.983.355 3.103.541.250 71 %
Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan data diatas diketahui tahun 2014 rasio efesiensi belanjanya

sebesar 86%, pada tahun 2015 rasio efesiensi belanja turun menjadi 83%, pada

tahun 2016 rasio efesiensi belanja kembali turun secara signifikan menjadi

12% dan pada tahun 2017 rasio efesiensi belanja kembali meningkat sebesar

71%.
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B. PEMBAHASAN

1. Kinerja Anggaran Belanja Modal Dilihat Dari Analisis Varians Belanja

Hasil dari analisis data untuk tahun anggaran 2014 dan 2015 selisih

anggaran dan realisasinya menunjukkan adanya pemanfaatan belanja sebesar

Rp.872.776.250 dan Rp.162.382.000. Menurut Suryani Fajrin (2018) semakin

kecil selisih antara anggaran dan realisasi belanja maka pemerintah pada

umumnya telah memanfaatkan APBD khususnya belanja daerah dengan baik.

Namun untuk tahun anggaran 2016 dan 2017 terjadi selisih anggaran yang sangat

signifikan yaitu sebesar Rp.11.621.021.113 dan Rp.1.268.442.105.

Adapun hasil wawancara menyatakan penyebab anggaran belanja modal

tidak terealisasikan secara signifikan yaitu karena adanya pengalihan anggaran

dari belanja modal ke belanja barang dan jasa, dan anggaran juga dialihkan ke

hutang pemerintah. Adapun hasil dari wawancara dampak jika anggaran belanja

modal tidak terealisasikan secara signifikan tidak terlalu berdampak ke kegiatan

pembangunan namun sangat berdampak terhadap kinerja yang menurun pada

kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa kinerja anggaran belanja

modal pada tahun 2016 dan 2017 dilihat dari analisis varians belanja kinerja

kantor dewan perwakilan rakyat daerah menurun karena belum mampu

memanfaatkan anggaran belanja modal yang direncanakan dengan baik.
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2. Kinerja Anggaran Belanja Modal Dilihat Dari Pertumbuhan Belanja

Hasil dari analisis data pertumbuhan belanja pertumbuhannya mengalami

fluktuasi. Menurut Mahmudi (2010:142) analisis pertumbuhan belanja bermanfaat

untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya

belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja

biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah,

perubahan jumlah cukupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

Dapat dilihat dari tahun 2016 yaitu 1,01 dan pada tahun 2017 yaitu 0,91.

Namun pada tahun 2015 pertumbuhan belanjanya bernilai negatif yaitu (0,86) hal

ini disebabkan oleh realisasi anggaran belanja modal mengalami penurunan secara

signifikan hal ini terjadi karena anggaran belanja modal juga mengalami

penurunan signifikan dari tahun sebelumnya.

Adapun dari hasil wawancara penyebab menurunnya belanja modal karena

minimnya realisasi, dan adapun hasil dari wawancara dampak menurunnya

anggaran belanja modal yaitu berkurangnya porsi belanja daerah otomatis

mengurangi pekerjaan pegawai terhadap realisasi anggaran belanja modal.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat dari hasil analisis data pertumbuhan

belanja kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara cenderung bernilai

positif kecuali tahun 2015 bernilai negatif yang disebabkan menurunnya anggaran

belanja modal dari tahun sebelumnya, dan dillihat dari hasil wawancara penyebab

dan dampak dari menurunnya anggaran belanja modal tidak ada menyatakan

kinerja yang kurang baik. Jadi kinerja anggaran dilihat dari pertumbuhan belanja

kinerjanya sudah baik.
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3. Kinerja Anggaran Belanja Modal Dilihat Dari Keserasian Belanja

Hasil dari analisis data proporsi belanja modal tahun 2014 rasio belanja

modal sebesar 7,28%. Untuk tahun 2015 rasionya mengalami penurunan sebesar

1,01%. Untuk tahun 2016 rasionya mengalami kenaikan sebesar 1,38%. Untuk

tahun 2017 rasionya kembali mengalami kenaikan sebesar 1,70%. Menurut

Mahmudi (2010 hal.164 dalam skripsi laryza sk tahun 2016) pada umumnya

proporsi belanja modal dengan belanja adalah antara 5 – 20%.

Tahun 2014 rasio belanja modal sebesar 7,38% proporsinya berada diantara

5 – 20%. Untuk tahun 2015 rasionya mengalami penurunan sebesar 1,01% namun

proporsinya tidak berada diantara 5 – 20%. Untuk tahun 2016 rasionya mengalami

kenaikan sebesar 1,38% namun masih belum mencapai proporsi antara 5 – 20%.

Untuk tahun 2017 rasionya kembali mengalami kenaikan sebesar 1,70% rasionya

juga tidak berada di proporsi 5 – 20%.

Dari hasil wawancara menyatakan kriteria penilaian porsi belanja modal

terhadap belanja daerah di kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara

berdasarkan atas realisasi. Adapun porsi belanja modal terhadap belanja daerah

tidak sesuai kriteria yang ditentukan disebabkan oleh sesuainya kebutuhan yang

diingankan bukan sesuai kebutuhan yang dianggarkan.

Dari hasil pembahasan diatas hanya tahun 2014 biaya yang dikeluarkan oleh

kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara dalam pembelanjaan

modal mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan kegiatan

pembangunan. Sedangkan untuk tahun 2015 – 2017 kantor dewan perwakilan

rakyat daerah sumatera utara dianggap belum mampu dalam menjalankan

kegiatan untuk kebutuhan kegiatan pembangunannya.
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4. Kinerja Anggaran Belanja Modal Dilihat Dari Rasio Efesiensi Belanja

Dilihat dari hasil analisis data tahun 2014 rasio efesiensi belanjanya sebesar

86%, pada tahun 2015 rasio efesiensi belanja turun menjadi 83%, pada tahun 2016

rasio efesiensi belanja kembali turun menjadi 12% dan pada tahun 2017 rasio

efesiensi belanja kembali meningkat sebesar 71%. Menurut Mahmudi (2010) jika

angka yang dihasilkan dari rasio kurang dari 100% maka dinilai telah melakukan

efesiensi belanja. Hal ini menunjukkan rasio efesiensi belanja tidak ada yang

melebihi dari 100% hal ini juga membuktikan bahwa kantor dewan perwakilan

rakyat daerah telah melakukan penghematan atas anggaran.

Hal ini didukung dari hasil wawancara yaitu realisasi tidak pernah melebihi

anggaran setiap tahunnya karena realisasi harus sesuai dengan budget anggaran

yang disesuaikan. Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa kinerja anggaran

belanja modal dilihat dari rasio efesiensi belanja kinerjanya sudah baik.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kinerja anggaran

belanja modal dilihat dari analisis varians belanja, analisis keserasian belanja,

analisis pertumbuhan belanja dan rasio efesiensi belanja.

1. Kinerja Anggaran Belanja Modal dilihat dari Analisis Varians Belanja

Untuk tahun 2016 dan tahun 2017 kinerjanya menurun, disebabkan

anggaran belanja modal yang sudah direncanakan di alihkan ke belanja

barang dan jasa dan dialihkan ke hutang pemerintah sehingga kantor dewan

perwakilan rakyat daerah sumatera utara belum mampu memanfaatkan

anggarannya dengan baik.

2. Kinerja Anggaran Belanja Modal dilihat dari Keserasian Belanja

Dilihat dari proporsinya kinerja kantor dewan perwakilan rakyat daerah

sumatera utara dikatakan belum mampu dalam menjalankan kegiatan untuk

kebutuhan kegiatan pembangunannya dikarenakan porsinya belum mampu

mencapai porsi pada umumnya.

3. Kinerja Anggaran Belanja Modal dilihat dari Pertumbuhan Belanja

Walaupun pertumbuhan belanja mengalami fluktuasi dan pada tahun 2015

pertumbuhannya bernilai negatif disebabkan karena menurunnya anggaran

belanja modal karena minimnya realisasi namun pertumbuhan belanja

cenderung bernilai positif. Jadi kinerja anggaran belanja modal dilihat dari

pertumbuhan belanja modal kinerjanya sudah baik.
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4. Kinerja Anggaran dilihat dari Rasio Efesiensi Belanja

Dari tahun 2014 – 2017 realisasi anggaran belanja modal tidak ada yang

melebihi anggaran belanja modal, ini menunjukkan bahwa kantor dewan

perwakilan rakyat daerah telah melakukan penghematan atas anggaran dan

hal ini juga didukung dari hasil wawancara bahwa realisasi anggaran harus

sesuai dengan budget anggaran yang disediakan maka kinerja anggaran

belanja modal dilihat dari rasio efesiensi belanja kinerjanya dikatakan sudah

baik.

B. Saran

1. Untuk kinerja anggaran belanja modal kantor dewan perwakilan rakyat

daerah sumatera utara agar meningkatkan kinerja dalam pengelola anggaran

belanja daerah khususnya belanja modal supaya pelaksanaan tugas dan

fungsi pengendalian internal dari masing – masing unsur dapat berjalan

baik, efektif dan efesiensi.

2. Kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara harus

mempertahankan kinerja belanja yang sudah baik karena realisasinya tidak

ada yang melebihi dari yang dianggarkan, dengan memperhatikan anggarn

dan realisasinya.

3. Kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara ini harus

memperhatikan kinerja dalam pengelolaan belanja daerah dari APBD yang

diterima.
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4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam

menganalisa kinerja kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara.

Dan hendaknya menambah tahun yang digunakan dan menganalisis

keseluruhan anggaran belanja modal sehingga dapat memperoleh hasil yang

lengkap.
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